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A.   KriminalisasiNNN 
       A.1 TinjauannKriminalisasinnnn 
Kriminalisasi merupakannobjeknstudinhukumnpidananmateriilnyang 
membahas tentang penentuanisuatuiperbuatanisebagai suatu tindak 
pidananyang diancamndengan sanksinpidanantertentu. Perbuatanntercela 
yangnsebelumnya tidakndikualifikasikannsebagai perbuatannterlarang 
dijustifikasinsebagai tindaknpidana yangndiancam dengannsanksi pidana. 
MenurutnSoerjono Soekanto, nkriminalisasi merupakanntindakannatau 
penetapannpenguasa mengenainperbuatan-perbuatan tertentunyang oleh 
masyarakatnatau golongannmasyarakat dianggapnsebagai perbuataniyang 
dapatidipidana menjadinperbuatannpidana ataunmembuat suatuiperbuatan 
menjadi suatu perbuatannkriminal dannkarena itundapat dipidananoleh 
pemerintahndenganncarankerjanatasnnamanya.  
Muladi berpendapat mengenai kriminalisasi yang secara doktrinal 
harus diperhatikan sebagai suatu pedoman, yakni sebagai berikut : 
1. Kriminalisasintidaknbolehnterkesannmenimbulkan overkriminalisasi 





3. Kriminalisasinharus mengandungnunsurnkorban victimizing baik 
aktual maupunnpotensial 




7. Kriminalisasinharusnmengandung unsur subsosialitet mengakibatkan 
bahayanbaginmasyarakat, sekalipunnkecilnsekali  
8. Kriminalisasinharusnmemperhatikannperingatan bahwasanya setiap 
peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan 
kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang 
kebebasan itu. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 
meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang 
mempengaruhi  sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-
nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta jiwa. 
Perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi 
masyarakat, ntetapindindalamnyanterkandungnjuganperubahannnilai, 
sikapndannpolantingkahnlakunmasyarakat. Perubahannnilainpada 
dasarnyanadalah perubahannpedoman kelakuanndalamnkehidupan 





kelompoknkekerabatan,nkomunikasindesa, dan ke suatunsistem 
budayannasional.  
b. Perubahannsistem nilaintradisional kepadansistem nilainbudaya 
modern. 
       A.2 Asas-AsasnKriminalisasi 
Asasnadalahnprinsip-prinsip atau berupa landasannpembuatannsuatu 
peraturan, kebijakanndan keputusannmengenai aktivitasnhidupnmanusia. 
Asasnhukum merupakannnorma etis, konsepsinfalsafah negara, ndan 
doktrinnpolitik. Disampingnitu, asasnhukum juganmerupakannpikiran-
pikirannyang menuntun, npilihan terhadapnkebijakan, prinsipnhukum, 
pandangannmanusia dannmasyarakat, kerangkanharapannmasyarakat. 
Ukurannkepatutan menurutnhukum dapatndicari dalamnpikiran-pikiran 
yangnada dibelakang naskahnundang-undang. Adantiga asas kriminalisasi 
yangnperlu diperhatikannpembentuk undang-undangndalamnmenetapkan 
suatunperbuatan sebagaintindak pidana besertanancaman dan sanksi 
pidananya, nyakni asasnlegalitas, asasnsubsidiaritas, ndannasas persamaan 
atau kesamaan.5 
1. AsasnLegalitas 
Asas yang esensinyanterdapat dalamnungkapan nullum delictum, 
nulla poena sie praevia lege poenali yang dikemukakan oleh Von 
                                                        
5 Roeslan Saleh,1993, “Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan 





Feurbach. nUngkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada 
suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan 
pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas 
legalitasnadalah asasnyang palingnpenting dalamnhukumnpidana, 
khususnya asasnpokokndalamnpenetapannkriminalisasi. 
Dalamndoktrin hukumnpidana adanenam macamnfungsinasas 
legalitas, diantaranya: 
a) Padanhakikatnya, asasnlegalitas dirancangnuntuk memberi 
maklumatnkepada publiknseluas mungkinntentang apanyang 
dilarang oleh hukumnpidana sehingga merekandapat 
menyesuaikanntingkahnlakunya. 
b) Menurutnaliran klasik, nasas legalitasnmempunyai fungsinuntuk 
membatasinruang lingkupnhukum pidana. Sedangkanndalam 
alirannmodern asasnlegalitas merupakanninstrumen untuk 
mencapaintujuan perlindungannmasyarakat. 
c) Fungsinasas legalitasnadalah untuknmengamankan posisi hukum 
rakyatnterhadap negaran (penguasa). Halnini adalahntafsiran 
tradisionalnyang telahnmengenyampingkan artinasasnlegalitas 
sepenuhnyanseperti dimaksudkannoleh ahli-ahlinhukumnpidana 
padanabadnkenXVIII (delapannbelas). 
d) Asasnlegalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, yaitu 
mengharapkan lebih banyak lagindari pada hanyanakan 
melindungi warga masyarakat darinkesewenang-wenangan oleh 
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pemerintah. Asasnlegalitas itundiharapkan memainkannperanan 
yangnlebih positif, nyaitu harusnmenentukanntingkatan-
tingkatan darinpersoalan yangnditangani olehnsuatu sistem 
hukumnpidana yangnsudahntidakndapatndipakai lagi. 
e) Tujuannutama asas legalitasnadalah untuk membatasi 
kesewenang-wenangannyang mungkinntimbul dalam hukum 
pidanandan mengawasinserta membatasinpelaksanaan dari 
kekuasaannitu atau menormakannfungsi pengawasanndari 
hukumnpidananitu. Fungsinpengawasan ininjuganmerupakan 
fungsinasas kesamaan, asasnsubsidiaritas, asasnproporsionalitas, 
dan asasnpublisitas. 
f) Asasnlegalitas memberikannkepastian hokum kepada masyarakat 
mengenainperbuatan-perbuatan yangndilarang (tindaknpidana) 
yangndisertai dengannancaman pidanantertentu. Dengannadanya 
penetapannperbuatannterlarangnitu maka berartinadankepastian 
(pedoman) ndalam bertingkahnlakunbaginmasyarakat.6 
Keberadaanihukum pidanaiharus dibatasiikarena hukumipidana 
merupakanibidang hukumiyang palingikeras denganisanksi yang 
sangatiberat, termasukisanksi pidanaimati. Hukumipidanaidigunakan 
hanyaiuntuk melindungiikepentingan masyarakatiyang sangativital 
bagiikehidupanibersama. ISuatu perbuataniyangiperlu dikriminalisasi 
                                                        
6 Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter,1981, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, 




adalah perbuatan yang secara langsung dengan jelas mengganggu 
ketertiban kehidupan dalam masyarakat. Fungsi mengamankan posisi 
hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi fokus perhatian 
hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar 
setiap warga negara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga 
negara melalui instrumen hukum pidana yang semata-mata 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga 
negara. Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi 
hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi segenap 
anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan 
oleh pihak pemerintah merupakan suatu dimensi politik hukum dari 
suatu asas legalitas. 
Praktekiperundang-undangan asasilegalitas ternyataitidak dapat 
memainkaniperanan untukimelindungi posisiihukum rakyatiterhadap 
penguasaidan untukimembatasi kesewenang-wenanganipemerintah di 
dalamimembuat hukumidan prosesipenegakan hukum. iAsasilegalitas 
hanyaiberfungsi sebagaiidasar hukumibagi pemerintahiuntuk 
bertindakimengatur kehidupanimasyarakat melaluiipenetapanitindak 
pidanaiyang tidakijarang merugikanikepentingan masyarakat, 
terutamaipada masaiOrde Baru. Denganibertambahnya tindakipidana, 
bukanihanya merusakidimensi kegunaanidari asasilegalitas menjadi 
rusak, tetapiijuga asasiperlindungan hukum.7  
                                                        
7 Ibid, hal. 61-62 
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2. Asas Subsidiaritas 
Selain berlandaskan pada suatu adanya asas legalitas, kebijakan 
kriminalisasinjuga harusnberdasarkan kepadanasasnsubsidiaritas. 
Artinya, hukumnpidana harusnditempatkan sebagai ultimum 
remedium (senjata pamungkas) dalamnpenanggulangan kejahatan 
yangnmenggunakan instrumennpenal, bukannsebagai primum 
remedium (senjata utama) untuknmengatasi masalahnkriminalitas. 
Penerapannasas subsidiaritasndalam kebijakannkriminalisasindan 
dekriminalisasinmengharuskannadanya suatu penyelidikanntentang 
efektivitasnpenggunaan hukumnpidana dalamnpenanggulangan 
kejahatan atau8 perbuatan-perbuatannyang merugikannmasyarakat. 
Penggunaannasas subsidiaritasndalam praktek perundang-undangan 
ternyatantidaknberjalannsepertindiharapkan.  
Hukumnpidana tidaknmerupakan ultimum remedium melainkan 
sebagai primum remedium. Penentuannpidana telahnmenimbulkan 
bebannterlalu beratndan sangatnberlebihan terhadapnpara justiciable 
dannlembaga-lembaganhukumnpidana.9 Bahwasanya kenyataaniyang 
terjadindalamnpraktek perundang-undangan adalah adanya keyakinan 
kuatndikalangan pembentuknundang-undang bahwanpenetapan suatu 
perbuatannsebagai perbuatannterlarang yangndisertai dengan adanya 
ancamannpidana beratnmempunyai pengaruhnotomatisnterhadap 
perilakunanggotanmasyarakat.  
                                                        
8 Ibid, hal. 28 
9 Ibid, hal. 58 
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Alasan perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam 
menentukan perbuatan terlarang dikarenakan adanya dua faktor yaitu 
Pertama, penggunaannasas subsidiaritasnakan mendorongnlahirnya 
hukumnpidana yangnadil. Kedua, nprakteknperundang-undangan 
akan menimbulkanndampaknnegatif terhadapnsistemnhukumnpidana 
akibatnadanya overkriminalisasi dan overpenalisasi sehingganhukum 
pidananmenjadi kehilangannpengaruhnya dalamnmasyarakat. Di 
sampingnitu, overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin 
memperberatnbeban kerjanaparatur hukumndalam suatu proses 
peradilannpidana. Akibatnselanjutnya, hukumnpidana tidakndapat 
berfungsindengannbaikndan karenanyanpulankehilangannwibawa.10 
2. Asas Persamaan atau Kesamaan 
Selainnasas legalitasndan asasnsubsidiaritas, adanasas lainnyang 
juganmempunyai kedudukannpenting dalamnprosesnkriminalisasi, 
yaitunasas persamaan atau kesamaan. Kesamaannadalah 
kesederhanaanndan kejelasan. nKesederhanaan sertankejelasannitu 
akannmenimbulkan ketertiban. nMenurut Servanndan Letrossnenasas 
kesamaannbukanlah pernyataanndari aspirasintentang hukumnpidana 
yangnlebih adil. nAsas kesamaannlebih merupakannsuatu keinginan 
diadakannyansistem hukumnpidana yangnlebih jelasndannsederhana. 
SedangkannLacretelle berpendapatnbahwa asasnkesamaan tidaklah 
                                                        




hanyansuatu dorongannbagi hukumnpidana yangnbersifat adil, ntetapi 
juganuntuk hukumannpidana yangntepat.  
A.3 Kriteria Kriminalisasi 
Menurut Bassiouni, keputusannuntuk melakukannkriminalisasi dan 
dekriminalisasinharus didasarkannpada faktor-faktornkebijakanntertentu 
yangnmempertimbangkannbermacam-macamnfaktorntermasuk:  
1) Keseimbangannsarana yangndigunakan dalamnhubungannyandengan 
hasil-hasil yangninginndicapai. 
2) Analisa terhadap hasil-hasil dari biaya yang telah diperoleh dalam 
hubungan dan tujuan yang ingin di cari 
3) Penilaiannatau penaksiranntujuan yangndicari itundalam kaitannya 
dengannprioritas-prioritasnlainnyandalam pengalokasiannya terhadap 
sumber tenaganmanusia. 
4) Pengaruhnsosial kriminalisasindan dekriminalisasinyangnberkenaan 
dengannatau dipandangndari pengaruhnyanyangnsekunder.11 
B.   TindakiPidana  
1) PengertianiTindakiPidana  
Istilahitindak pidanaimerupakan terjemahanidari “strafbaar feit”, di 
dalam KUHP tidakiterdapat penjelasanimengenai apaisebenarnyaiyang 
dimaksudidengan strafbaar feitiitu sendiri. Biasanyaitindakipidana 
disinonimkamidengan delik, iyang berasalidari bahasailatiniyakniikata 
delictum. DalamiKamusiBesariBahasaiIndonesiaitercantumisebagaimana 
                                                        
11 Moeljatno, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 5 
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berikuti: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.12 
MenurutiHans Kelsen, iDelik adalahisuatu kondisiidimanaisanksi 
diberikaniberdasarkan normaihukum yangiada.13 SedangkaniMoeljatno, 
menerjemahkaniistilah strafbaar feit yaitu denganiperbuatanipidana. 
Menurutipendapat beliauiistilah “perbuatan pidana” menunjukikepada 
maknaiadanya suatuikelakuan manusiaiyang menimbulkaniakibatitertentu 
yangidilarang hukumidi manaipelakunya dapatidikenakan sanksiipidana. 
Dapatidiartikan demikianikarenaikata “perbuatan” tidakimungkin berupa 
kelakuanialam, karenaiyang dapatiberbuat danihasilnya disebutiperbuatan 
ituiadalah hanyaimanusia.14 
Tindakipidana adalahiperbuatan yangioleh aturanihukum dilarang dan 
diancamidengan pidana, idi manaipengertian perbuatanidi siniiselain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukanisesuatuiyangisebenarnya 
dilarangiolehihukum) jugaiperbuatan yangibersifat pasifi (tidakiberbuat 
sesuatuiyang sebenarnyaidiharuskan olehihukum).15 Pembentukiundang-
undang kita telah menggunakaniperkataan strafbaar feit, iuntuk 
menyebutkaniapa yangikita kenalisebagai tindakipidana diidalam KUHP 
tanpaimemberikanisuatu penjelasanimengenai apaiyang sebenarnya  
dimaksudidenganiperkataan strafbaar feit tersebut.  
                                                        
12 Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.  
13 Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 
2012, Hlm, 46.  
14 Ibid, hlm. 48. 




Menurut Lamintang pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita jabarkan kedalam 
unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur 
subyektif dan unsur obyektif.16 Selanjutnya yangidimaksud denganiunsur 
Subyektif adalah unsur-unsuriyang melekat padaidiri si pelakuiatau 
yangiberhubungan dengan diri siipelaku, danitermasuk keidalamnya 
yaituisegala sesuatu yang terkandung di dalamihatinya. Sedangkan 
yangidimaksud dengan unsur Obyektif adalah unsur-unsuriyang 
adaihubunganya denganikeadaan-keadaan, yaituidi dalam keadaan-
keadaanimana tindakan-tindakanidari si pelakuiitu harusidilakukan.17 
SedangkaniMenurutiMoeljanto, iunsuritindakipidanaiadalah : 
a. Perbuatani; 
b. Yangidilarangiolehiaturanihukum ; 
c. Ancamanipidanai (bagiiyangimelanggarihukum).18 
Bahwasanya, hanya perbuatanimanusia sajaiyang bolehidilarangioleh 
aturanihukum. Berdasarkanikata majemukiperbuatan pidana, imakaipokok 
pengertianiada padaiperbuatan itu, itapi tidakidipisahkan dengan 
seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Diancam dengan pidana 
                                                        
16 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.  
 
17 P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm. 194. 
18 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grapindo Persada. Jakarta, 
2007, hlm. 79. 
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menggambarkan bahwasanya tidak selalu perbuatanitersebut yang 
dalamikenyataanya benar-benaridikenakan pidana.  
Selain itu, menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana jika 
dirinci adalah sebagai berikut : 
a. Kelakuani (orang yang); 
b. Bertentanganidenganikeinsyafan hukum; 
c. Dincam denganihukuman; 
d. Dilakukaniolehiorangi (yangidapat); 
e. Dipersalahkan atau kesalahan.19 
Bahwasanya dari tiga rumusan diatas tampak berbeda, tetapi pada 
hakekatnya memuat penjelasan yang sama, yaitu : tidakimemisahkan 
antaraiunsur-unsurimengenai perbuatanyaidengan unsuriyangimengenai 
diriiorangnya.  
C. Tinjauan Umum Tentang Santet 
a. Pengertian Santet 
Santet merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu  ﺳﺤﺮ 
menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti menyihir20, sedangkan 
santet dalam Islam dikenal dengan istilah sihir, pengertian sihir sendiri 
yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu daya (Jin) dan 
perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan kekhawatiran bagi 
seseorang yang kena sihir (korban)  mengalami cacat seperti apa yang 
                                                        
19 Adami Chazawi, Ibid, hlm. 81. 
20 Kbbi offline, 1.3 ZIP 
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diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan cara 
memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.”21 
b. Sejarah Santet 
Sejarah tentang keberadaan santet tertulis dalam catatan lama 
orang-orang arab datang ke pulau jawa untuk berdagang dan misi 
agama islam sekitar tahun 800 Masehi. Penduduk jawa yang kemudian 
memeluk agama islam tidak melepas begitu saja keyakinan dan praktik 
agama lamanya yaitu Animisme dan Dinamisme. Animisme merupakan 
kepercayaan bahwa semua yang berada di alam mempunyai jiwa, jiwa 
atau roh bebas dan tidak terikat kepada sesuatu, dan dapat 
menggerakkan semua benda di alam22, dari pemahaman ini 
terbentuklah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berasal dari alam 
dengan bantuan suatu ilmu atau secara kebetulan saja karena pengaruh 
roh dapat mendatangkan kebahagiaan atau kecelakaan.  
Kaum animis percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh 
menyatu dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan 
astralnya (fisik) yang berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, 
roh tetap memegang sifat-sifat rohnya ketika badan astralnya hidup. 
Roh beberapa orang mempunyai kemampuan untuk berpindah ke orang 
lain atau binatang, orang dan binatang yang dipilih untuk dirasuki, 
dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya, terkadang roh juga 
dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak berjiwa. Inilah 
                                                        
21 Al fara’i, Fathul Qodir  juz 1, Darul Ma’rifat, Beirut Libanon, Hal. 240   
22 Suyono, Dunia Mistik Orang Jawa, LKIS, Yogyakarta, 2007 
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cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan 
memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi.23 
Terdapat juga benda-benda yang diyakini mengandung roh yang 
patut dihormati atau ditakuti. Di Jawa, rasa takut atau hormat terhadap 
benda “berjiwa” dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti 
halnya bebatuan mulia, patung, pusaka, dan lain sebagainya itulah yang 
dinamakan dengan Dinamisme. Animisme dan Dinamisme inilah yang 
menjadi medium santet bagi yang memiliki keilmuan dibidangnya. 
Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak 
jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan 
berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-
rupa kembang, paku dan lain-lain, Seseorang yang terkena santet akan 
berakibat cacat atau meninggal dunia.24 
c. Unsur-Unsur Santet 
Pasali293iRUUiKUHPimerumuskan :  
“(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekatan gaib, 
memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan 
jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat 
menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik 
seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Jika pembuat tindak 
pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan 
tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata 
pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 
(satu per tiga).” 
 
                                                        
23 Suyono R.P, Dunia Mistik Orang Jawa Roh, Ritual, Benda Magis,LKIS, 2007, Yogyakarta 
24 https://id.wikipedia.org/wiki/Santet, diunduh tanggal 11 Januari 2019 
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Rumusanitindakipidana yang terdapatipadaiayati (1), jikaidirinciiterdiri 







Bahwasanya pada orang lain dikarenakan perbuatannya dapat
menimbulkan suatu penyakit, ikematian, idanipenderitaanimental
ataupun fisikiseseorang.25
25http://iusyusephukum.blogspot.com/2016/01/makalah-pengaturan-tindak-pidana-
santet_31.html. diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 
